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P U T U S A N 

Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Bky 

 الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada 

tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh: 

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh 

Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, 

sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon, umur 37  tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, 

sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh 

wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai 

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 

Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Bengkayang, dengan Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Bky, telah mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 

tanggal 10 Mei 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, 

tanggal 28 Mei 2004; 

2. Bahwa, dari pernikahan  Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang 

anak, masing-masing bernama  Anak, lahir tanggal 9 April 2006 dan Sari 

Pasha Ramadani, lahir tanggal 1 Agustus 2011; 

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di 

rumah orang tua Termohon selama 9 bulan, kemudian pindah ke rumah 

milik bersama; 

4. Bahwa, sebelumnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

harmonis namun sejak bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon 

ingin bekerja ke Malaysia namun selalu di larang oleh Pemohon dan sejak 

saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang; 

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 3 September 2016 yang 

disebabkan karena Termohon memaksa ingin berangkat bekerja ke 

Malaysia namun di larang oleh Pemohon dan setelah pertengkaran tersebut 

Termohon sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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6. Bahwa, pada tanggal 18 September 2016 tanpa seizin Pemohon, 

Termohon pergi berangkat bekerja ke Malaysia; 

7. Bahwa, setelah kepergian Termohon tersebut komunikasi melalui telpon 

antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan Pemohon telah berusaha 

meminta alamat Termohon di Malaysia namun Termohon tidak mau 

memberitahukan alamatnya, serta Pemohon sudah berusaha untuk 

meminta Termohon pulang ke Singkawang namun Termohon menolak  dan 

justru menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan; 

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah 

tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon 

dan memilih untuk bercerai; 

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan 

sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak 

terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Bengkayang; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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138 Kompilasi Hukum Islam, namun pihak Termohon tetap tidak hadir di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, 

sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan 

yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan 

perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar 

dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka 

selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti berupa:  

A. Surat 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Mei 2004, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, 

Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemetereaian dan telah 

dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P); 

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471/327/PemTrantib, tanggal 10 

November 2016, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan 

sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2); 

 

 

B. Saksi 

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi 

sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Saksi 1, saksi adalah adik kandung Termohon, Saksi tersebut memberikan 

keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama; 

- Bawa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak; 

- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, 

saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon 

bertengkar; 

- Bahwa sekarang Termohon berada di Malaysia, tetapi tidak tahu 

alamatnya; 

- Bahwa Termohon cerita kepada saksi kalau ia akan pergi ke Malaysia dan 

telah meminta izin kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak 

mengizinkannya, namun Termohon tetap bersikeras pergi; 

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Termohon pergi ke Malaysia karena ketika 

saksi menanyakannya kepada Termohon, Termohon bilang kalau itu 

adalah urusannya; 

- Bahwa Termohon pergi ke Malaysia sekitar 5 (lima) bulan yang lalu; 

- Bahwa Saksi dan ibu Termohon sudah menasihati Termohon untuk tidak 

pergi ke sana, tetapi Termohon tidak mendengarkan dan tetap pergi; 

2. Saksi 2, saksi adalah abang sepupu Pemohon, Saksi tersebut memberikan 

keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama; 

-   Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak;   

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang 

sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke 

Malaysia; 

- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu Pemohon bercerita kepada saksi kalau 

Termohon menelpon dan mengabarkan kalau sekarang ia berada di 

Malaysia dan meminta Pemohon untuk mengurus perceraian; 

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Termohon pergi ke Malaysia; 

- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi tidak 

pernah berkunjung ke rumah mereka namun setelah mereka berpisah dan 

Pemohon mengontrak rumah di depan rumah saksi, setiap malam saksi 

berkunjung ke rumah Pemohon; 

- Bahwa Pemohon mengontrak rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu 

setelah Termohon pergi ke Malaysia; 

- Bahwa sekarang rumah Pemohon dan Termohon di tempati oleh ibu 

Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-

anaknya;  

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon 

menyatakan telah cukup; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang 

pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis 

dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik 

yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan 

Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan 

hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun pihak Termohon tetap tidak hadir di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, 

sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan 

yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan 

perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon; 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa 

rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016 

rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan 

Termohon ingin bekerja di Malaysia, namun selalu dilarang oleh Pemohon dan 

sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Bahwa 

pertengkaran terakhir pada tanggal 3 September 2016 disebabkan Termohon 

memaksa ingin berangkat bekerja ke Malaysia dan pada tanggal 18 September 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2016 Termohon pergi tanpa izin ke Malaysia untuk bekerja. Bahwa setelah 

sampai ke Malaysia Pemohon dan Termohon tetap berkomunikasi, namun tidak 

mau memberikan alamatnya dan Pemohon minta Termohon agar pulang, 

namun Termohon menganjurkan untuk mengajukan cerai ke Pengadilan. 

Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak 

sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan 

memilih untuk bercerai; 

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak 

hadir sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan 

Pemohon, karena itu majelis hakim menilai Termohon secara diam-diam 

mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di 

samping bukti P.1, Pemohon juga mengajukan bukti P.2 telah ternyata 

Termohon sudah tidak diketahui alamat/keberadaannya, sehingga bukti 

tersebut dapat selanjutnya untuk dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa meskipun dianggap telah mengakui secara diam-

diam, terlebih dahulu pengadilan mendengarkan orang-orang terdekat dari 

Pemohon untuk dinilai apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon 

tidak harmonis, sehingga karenanya perceraian harus ada cukup alasan bahwa 

antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai 

ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang 

bernama Saksi 1 dan Saksi 2 untuk membuktikan kebenaran alasan 

perceraiannya; 

Disclaimer
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di 

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai 

peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber 

pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama 

lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil 

sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan 

dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon 

ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sebagai berikut: 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah 

orang tua Termohon, lalu tinggal di rumah bersama; 

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang 

anak; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun 

sejak September 2016 tidak harmonis lagi; 

- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah 

Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia untuk bekerja tanpa 

seizin Pemohon; 

- Bahwa terutama kakak kandung Termohon beserta orang tua telah 

berupaya untuk melarang Termohon, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan 

tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata permohonan Pemohon 

telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa perkawinan antara suami isteri in casu, Pemohon dan 

Termohon sudah tidak ada keharmonisan, disebabkan Termohon pergi ke 

Malaysia tanpa seizin Pemohon untuk bekerja dan Termohon menganjurkan 

Pemohon untuk mengurus perceraian, maka dapat dinyatakan perkawinan 

tersebut telah broken (pecah) dan tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon 

bersatu, apalagi saat ini Termohon pergi ke Malaysia tanpa memberitahu 

alamat keberadaannya kepada Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga 

tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, 

tidak terwujud; 

Menimbang, bahwa prinsip ”marriage breakdown” atau pecahnya 

perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan 

tersebut telah pecah dan kedua belah pihak sudah menghendaki bercerai maka 

tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan 

dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan 

kemadharatan bagi keduanya;  

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim 

perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, 

Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, 

sebagai berikut: 
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نَمَاَلََقََالطَ َالِإسْلََمَ َشَرعَََ نَ ه مَاََوَتَس وْءَ َالز وْجَيََِْبَيَََْالخ ص وْمَةَ َتَشْتَدَ َحِي ْ ََلَََحَد َ َإِلَََالعِشْرةَ َبَ ي ْ

 الِإصْلََحََِمُ َاوَلَةَ َفِيْهََِتُ ْدِى

Artinya, “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak 

harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.” 

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah 

bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang 

pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan 

suami isteri (ba’da dukhul), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 

Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu 

raj’i, hal mana sesuai  dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah 

ayat 229 yang berbunyi:                   

عروفَفإمساكَ َمر تانَالط لَق حسانََأوتسريحَ َبّ  َبّ 
Artinya:“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi 

didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan 

talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai maksud ketentuan Pasal 70 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir  di 

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan 

verstek  sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat 5 Kompilasi Hukum 

Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama 

Bengkayang untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak setelah 

Pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana 

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat 

Nikah dimana pernikahan dilangsungkan agar perceraian Pemohon dan 

Termohon tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang 

perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;  

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Bengkayang; 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk 

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, 

Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 

M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 H oleh kami Muhammad Lukman 

Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M. Ag dan 

Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada 

hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim 

tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, 

dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

 ANGGOTA MAJELIS                         KETUA MAJELIS 
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1. Acep Sugiri, S.Ag.,M. Ag                   Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I 

 

               

 

2. Arsyad, S.H.I   

 

PANITERA PENGGANTI 

 

 

 

Purmaningsih, S.H.I 

 

Perincian Biaya Perkara: 

1. Pendaftaran :  Rp     30.000,- 

2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp   50.000,-   

3. Biaya Panggilan :  Rp  216.000,- 

4. Biaya Meterai : Rp       6.000,- 

5. Biaya Redaksi :  Rp 5.000,- 

     Jumlah                                  :  Rp     306.000,- 
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